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BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


[bookmark: _GoBack]Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Donggala mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Kabupaten Donggala secara berkelanjutan.
Strategi dan arah kebijakan yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025 yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan (tidak parsial),sehingga berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.
Gambar 6.1
Tahapan Utama RPJPD Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025


Mengacu pada RPJPD Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025 sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1., Kabupaten Donggalasudah memasuki periode RPJMD tahap ke-3 dengan fokus pembangunan padaisu utama sebagai berikut: 
· Kualitas pendidikan dan kesehatan

· Ekonomi kerakyatan
· Pemerataan pembangunan
· Percepatan pembangunan ekonomi perdesaan
· Daya dukung lingkungan
· Peningkatan fungsi kelembagaan, sumber daya aparatur pemerintah
· Peningkatan sarana dan prasarana 

Isu penting dalam RPJP tersebut di atas akan dijabarkan kedalam strategi dan kebijakan pembangunan yang mendukung ke-6 (enam) misi yang telah dirumuskan.  
6.1. Strategi
Strategi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Donggala dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dijabarkan sebagai berikut:

	Misi 1:
	Meningkatkan daya saing daerah berbasis desa dan kecamatan sebagai lokomotif pemerintahan dan pembangunan



Strategi untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis desa dan kecamatan sebagai lokomotif pemerintahan dan pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dan kelurahan
2. Meningkatkan efektivitas kinerja SDM aparatur desa dan kelurahan
3. Memberikan pelatihan terkait teknik dan strategi pelayanan prima kepada masyarakat (best service to customers)
4. Menyediakan fasilitas kerja yang memadai bagi aparatur desa dan kelurahan
5. Menciptakan budaya kerja dan lingkungan kerja yang nyaman di kantor desa/kelurahan
6. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di perdesaan
7. Menyediakan fasilitas bagi kelembagaan dan organisasi yang ada di desa dan kelurahan
8. Menyusun  dan mengimplementasikan konsep Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang berdaya saing
9. Mengembangkan model klaster(cluster) atau Satu Kawasan Satu Komoditi Inti (SAKA SAKTI) untuk menciptakan daya saing daerah sesuai dengan komoditi pewilayahan
10. Meningkatkan volume dan value added produk ekspor
11. Menjadi mediator dan fasilitator berbagai pertemuan investasi (event-event: business meeting, investment day, etc) antar daerah baik kabupaten/kota, regional, KTI, nasional dan internasional
12. Meningkatkan daya saing pariwisata melalui pembangunan kawasan wisata terpadu di Kota Donggala
13. Menyediakan dan memperbaiki serta menata Daerah Tujuan Wisata (DTW) dengan baik untuk menarik wisatawan
14. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur di DTW 
15. Mengemas paket-paket produk wisata secara professional
16. Pembangunan kawasan wisata kuliner
17. Menciptakan icon khas daerah Donggala dalam makanan dan minuman

	Misi 2:
	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui kepemimpinan amanah 



Strategi yang perlu dilakukan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui kepemimpinan amanah adalah:
1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia ( SDM) aparatur
2. Meningkatkan SDM aparatur yang agar dapat melakukan pengelolaan data dan informasi kependudukan secara komprehensi (integrated demography information)
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data informasi kependudukan yang berbasis ICT
4. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru
5. Meningkatkan efektivitas kinerja SDM aparatur
6. Meningkatkan sistem informasi administrasi
7. Mendorong aparatur untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi
8. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah
9. Meningkatkan tingkat kehadiran dan tepat waktu kerja
10. Meningkatkan tingkat kehadiran dalam tugas-tugas dinas lainnya (apel, tugas luar, dsb) 
11. Meningkatkan jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya (the right person on the right place)
12. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif
13. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
14. Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah daerah
15. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan daerah
16. Meningkatkan kompetensi pengelola kearsipan
17. Meningkatkan kemampuan sumber daya perencana daerah
18. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi yang berkualitas
19. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (khususnya aparat Pemda) agar dapat menaati peraturan-peraturan yang berlaku
20. Meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan (sesuai dengan kondisi daerah)
21. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perda dan Perbub melalui sosialisasi/publikasi
22. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang ada
23. Mengaktifkan dan mengoptimalkan Siskamling
24. Menumbuhkan wawasan kesatuan bangsa 
25. Menjaga kerukunan antar umat beragama
26. Menurunkan terjadinya konflik komunal, SARA dan konflik antar wilayah (tapal batas, dsb)
27. Meningkatkan keterlibatan tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, kelompok adat, pemuka agama dalam perencanaan pembangunan

	Misi 3:
	Mengoptimalkan kualitas sumberdaya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta beriman dan bertaqwa (IMTAQ) melalui layanan pendidikan dan kesehatan



Strategi yang ditempuh untukmengoptimalkan kualitas sumberdaya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta beriman dan bertaqwa (IMTAQ) melalui layanan pendidikan dan kesehatan adalah:
1. Mengoptimalkan program Paket A, B dan C di wilayah-wilayah terpencil dan terisolir (kantong kemiskinan)
2. Mengurangi angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah 
3. Meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan
4. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
5. Meningkatkan layanan dan mutu pendidikan
6. Meningkatkan kompetensi peserta didik melalui bimbingan belajar (tutorial) pada semua jenjang pendidikan
7. Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK
8. Meningkatkan akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat
9. Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem jaminan kesehatan nasional (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial/BPJS).
10. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 
11. Pemantauan dan Penangganan komprehensif usia 1.000 hari pertama kelahiran
12. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partai politik, birokrasi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan
13. Memperkuat pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
14. Menurunkan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak
15. Meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi
16. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah ibadah
17. Meningkatkan layanan bagi pengelola rumah ibadah
18. Memberikan kesempatan yang sama dan mendorong pemuda untuk berprestasi dalam bidang olahraga
19. Meningkatkan aktivitas dan event olah raga dari tingkat desa sampai kabupaten
20. Memberikan kesempatan yang sama dan mendorong pemuda untuk berprestasi dalam bidang seni
21. Meningkatkan aktivitas dan event seni dari tingkat desa sampai kabupaten

	Misi 4:
	Meningkatkan infrastruktur daerah yang maju dan merata



Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan infrastruktur daerah yang maju dan merata adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan, Peningkatan  dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,  serta  jalan ke kantong produksi dan daerah terisolir.
2. Membuka akses pada daerah kantong produksi dan daerah  terisolir, khususnya basis pertanian/perkebunan bagi peningkatan perekononian petani
3. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Kabupaten  dan Pedesaan
4. Pembangunan gorong-gorong/duiker
5. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Daerah irigasi dan jaringan Air minum secara proporsional
6. Memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat 
7. Mengembangkan dan mengelola irigasi secara professional
8. Membangun dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar tradisional/modern
9. Menyediakan fasilitas komunikasi dan informasi bagi masyarakat
10. Pembangunan dan peningkatan infratsruktur perhubungan
11. Meningkatkan layanan barang dan penumpang di Pelabuhan Donggala dan pelabuhan rakyat lainnya
12. Meningkatkan layanan angkutan barang dan penumpang moda transportasi darat
13. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan pemukiman untuk warga kota yang terjangkau
14. Mendorong dan membangun pihak swasta dalam penyediaan energi.
15. Penyediaan dan penataan tempat pembuangan sampah (TPS dan TPA)


	Misi 5:
	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan



Strategi yang akan dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan adalah:
1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pendapatan masyarakat
2. Melakukan percepatan pembangunan yang difokuskan pada kantong-kantong kemiskinan
3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat miskin agar dapat berperan aktif dalam pembangunan
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi penduduk miskin
5. Memenuhi kebutuhan hidup penyandang kebutuhan kesejahteraan sosial 
6. Pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu pada daerah tertinggal dan terisolir 
7. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan produktivtas kerja
9. Memantau dan melakukan operasi pasar
10. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi IKM dan UKM dan koperasi
11. Menciptakan akses pasar dan akses informasi bagi IKM dan UKM
12. Menarik para investor baik dalam negeri maupun luar negeri
13. Menyediakan kemudahan prosedur investasi bagi penanaman modal daerah
14. Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan
15. Memperbaiki sistem distribusi (distribution system)dan jalur  pemasaran yang terintegrasi (integrated marketing channel) hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan
16. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian, peternakan perikanan
17. Membentuk kelompok tani baru dan/atau mengoptimalkan kelompok yang sudah ada
18. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikai
19. Meningkatkan skill/ketrampilan petani
20. Meningkatkan pendapatan petani agar mereka tidak menggunakan atau menjual lahan pertanian untuk fungsi lain  
21. Meningkatkan produksi pangan daerah dan membangun lumbung pangan masyarakat
22. Meningkatkan SIM Distribusi dan harga pangan
23. Meningkatkan Keragaman konsumsi pangan
24. Penurunan Konsumsi Beras  
25. Sosialisasi kepada stageholder keamanan pangan segar
26. Menurunkan jumlah penduduk/daerah rawan pangan

	Misi 6:
	Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan



Strategi yang akan dilakukan dalam mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hutan bagi kehidupan
2. Meningkatkan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat desa disekitar hutan
3. Meningkatkan ketrampilan dan pegetahuan nelayan
4. Melakukan koordinasi seluruh sector terkait dengan perbaikan Lingkungan perkotaan
5. Melakukan penataan ruang terbuka hijau dengan baik
6. Melakukan penataan taman kota
7. Meningkatkan kualitas SDM terkait tata guna lahan pertambangan
8. Menyediakan sarana dan prasarana air bersih, khususnya di daerah yang sulit mengakses air bersih
9. Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi dasar yang memadai
10. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
11. Mengoptimalkan hutan tanaman
12. Mengoptimalkan hutan kemasyarakatan
13. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan
14. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan
15. Meningkatkan pemahaman investor dan masyarakat dalam penerapan sistem dan model pertambangan yang memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan
16. Melakukan penertiban pertambangan tanpa ijin
17. Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana
18. Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah, tata ruang kota dan pemanfaatan tata ruang secara terkontrol dan terkendali 
19. Mempertahankan khasanah arsitektur lokal
20. Menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Donggala

6.2 . Kebijakan
Dalam menyusun arah kebijakan, maka pembangunan Kabupaten Donggala harus sejalan dengan arah kebijakan sasaran RPJM Nasional Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Politik hukum dan keamanan
Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh melalui konsolidasi demokrasi dan penurunan praktek korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Ekonomi
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
3. Sosial
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat ra yang kerkeadilan
4. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian (green economy)
5. Daerah
Pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah dengan mendorong peran kawasan Timur dengan mempertahankan momentum pertumbuhan Jawa-Bali
6. Infrastruktur
Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan


Kebijakan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Donggala pada periode 2014 hingga 2019  akan dijabarkan sebagai berikut:

	Misi 1:
	Meningkatkan daya saing daerah berbasis desa dan kecamatan sebagai lokomotif pemerintahan dan pembangunan



Kebijakan untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis desa dan kecamatan sebagai lokomotif pemerintahan dan pembangunan adalah:
1. OptimalisasitatakelolaPemdessesuaiperundang-undangan
2. Penegakan sistem reward and punishment bagiaparatdesadankelurahan
3. Peningkatan fasilitas, sarana, prasarana bagi aparatur desa dan kelurahan berbasis teknologi
4. Prioritas alokasi anggaran peyediaan fasilitas, sarana dan prasarana
5. Mewajibkan keikutsertaan aparat desa dan kelurahan  dalam sistem jaminan kesehatan nasional (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial/BPJS)
6. Penguatan kapasitas (capacity building) pemerintahan desa berbasis kerakyatan
7. Penguatan kapasitas (capacity building) bagi kelembagaan masyarakat desa
8. Standarisasi produk unggulan daerah (memenuhi SNI)
9. Memfasilitasi produk unggulan daerah menembus pasar ekspor
10. Membangun dan memperluas jejaring bisnis dan investasi (investment and business networking) dengan berbagai pihak
11. Membangun Kota Donggala sebagai Kota wisata
12. Penciptaan atraksi wisata alam dan buatan yang menarik wisatawan nusantara dan mancanegara (WisNus dan WisMan) di kawasan wisata terpadu
13. Mendorong peran serta swasta danmasyarakat dalam meningkatkan daya saing pariwisata
14. Menjalin kerjasama dengan daerah lain dalam memasarkan pariwisata Donggala
15. Penyiapan SDM yang berkualitas di sektor pariwisata
16. Penyiapan masyarakat dan desa sadar wisata
17. Penataan infrastruktur wisata kuliner 
18. Peningkatan aksesibilitas (transportasi dan komunikasi) menuju DTW

	Misi 2:
	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui kepemimpinan amanah 



Kebijakanyang perlu dilakukan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui kepemimpinan amanah adalah:
1. Perbaikan sistem penerimaan (recruitment) CPNS dan sistem penjenjangan karir PNS (career development)
2. Optimalisasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
3. Pengembangan kemampuan aparatur melalui Diklat atau Bimtek terkait pengelolaan data dan informasi kependudukan
4. Alokasi anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan data informasi kependudukan yang berbasis ICT
5. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah 
6. Optimalisasi regulasi  untuk menjangkau wajib pajak dan wajib retribusi daerah
7. Pendidikan dan pelatihan layanan administrasi SDM aparatur
8. Penyiapan infrastruktur sistem informasi administrasi
9. Peningkatan alokasi anggaran untuk studi lanjut (S1, S2, S3) serta pendidikan profesi
10. Peningkatan alokasi anggaran untuk Diklat Kedinasan dan Diklat lainnya
11. Pemberian kesempatan yang sama dan adil kepada aparatur dalam mengikuti Diklat Kepemimpinan (PIM IV, PIM III, dan PIM II)
12. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 
13. Peningkatan pemahaman terhadap aturan terkait tindak pidana korupsi 
14. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada semua unit  
15. Pelatihan ESQ (Emotional Spiritual Quetiont) bagi aparatur 
16. Penerapan reward and punishment bagi aparat Pemda
17. Penerapan sistem absensi tepat waktu
18. Pengangkatan dan penempatan pejabat yang amanah berdasarkan fit and proper test
19. Penerapan sistem kontrak kinerja antara Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan SKPD
20. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance)
21. Meningkatkan kualitas produk perencanaan
22. Meningkatkan kualitas data, informasi dan produk penelitian serta pengembangan daerah
23. Meningkatkan pengendalian pembangunan
24. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
25. Peningkatan kemampuan/kompetensi sumberdaya aparatur dalam penatausahaan keuangan daerah
26. Pengembangan dan penyempurnaan sistem (sarana) pengelolaan keuangan daerah
27. Penyusunan regulasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
28. Mendorong aparatur untuk mengikuti Diklat atau Bimtek terkait dengan kearsipan
29. Peningkatan wawasan kebangsaan
30. Penegakan supremasi hukum
31. Jaminan kepastian hokum
32. Penegakkan hukum
33. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemandirian masyarakt dalam menjaga keamanan dan ketertiban
34. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar umat beragama (FKUB)
35. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah pada berbagai tingkatan
36. Pelibatan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara berjenjang

	Misi 3:
	Mengoptimalkan kualitas sumberdaya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta beriman dan bertaqwa (IMTAQ) melalui layanan pendidikan dan kesehatan



Kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas sumberdaya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta beriman dan bertaqwa (IMTAQ) melalui layanan pendidikan dan kesehatan adalah:
1. Prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan SMP dan SMA pada wilayah-wilayah terpencil dan terisolir
2. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan tingkat SMP dan SMA
3. Prioritas tambahan anggaran pendidikan untuk menunjang program bimbingan belajar (tutorial).
4. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini di seluruh desa yang ada di Kabupaten Donggala
5. Rekruitmen tenaga pendidik (guru) khusus untuk PAUD dan TK
6. Prioritas anggaran untuk PAUD dan TK
7. Penyediaan infrastruktur kesehatan dasar dan rujukan.
8. Penerapan upaya kesehatan komprehensif (promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif) khususnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
9. Pencegahan penyebaran penyakit-penyakit menular.
10. Optimaliasi dalam jaminan kesehatan melalui kepesertaan dalam asuransi kesehatan.
11. Optimalisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
12. Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi neonatal. 
13. Peningkatan pengetahuan masyarakat (khususnya ibu hamil) tentang kesehatan bayi/anak
14. Optimalisasi layanan kesehatan dan gizi bagi balita
15. Adanya political will dan affirmative action terhadap perempuan
16. Penegakan regulasi terkait perlindungan anak
17. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholders (termasuk LSM perempuan dan perlindungan anak)
18. Pemerataan layanan Keluarga Berecana (KB) hingga ke daerah-daerah terpencil/terisolir
19. Peyediaan rumah ibadah
20. Pemberian insentif bagi pengelola rumah ibadah
21. Pemberian reward bagi pemuda yang berpresasti dalam bidang olah raga
22. Membangun kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders (swasta, NGO/Ornop, Parpol, Ormas) dalam meningkatkan prestasi dan event-event olah raga di Kabupaten Donggala
23. Pemberian reward bagi pemuda yang berpresasti dalam bidang seni
24. Membangun kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders (swasta, NGO/Ornop, Parpol, Ormas) dalam meningkatkan prestasi dan event-event seni di Kabupaten Donggala

	Misi 4:
	Meningkatkan infrastruktur daerah yang maju dan merata



Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur daerah yang maju dan merata adalah:
1. Penyediaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan prasarana wilayah guna membuka keterisolasian 
2. Peningkatan mobilitas arus barang dan orang antar sentra-sentra ekonomi dan produksi
3. Penanganan infrastruktur di daerah strategis dan cepat tumbuh
4. Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur jalan dan jembatan
5. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi melalui sistim irigasi partisipatif.
6. Peningkatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi melalui sistem irigasi partisipatif.
7. Meningkatkan peran kelembagaan pengelolaan irigasi dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan irigasi.
8. Meningkatkan ketersediaan pangan (availability)
9. Memperluas akses pangan (accessibility)
10. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan (utility)
11. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai (akses menuju pasar, fasilitas di pasar)
12. Penyediaan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas komunikasi dan informasi secara optimal
13. Peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur perhubungan
14. Peningkatan kapasitas bongkar muat dan fungsi pelayanan pelabuhan lainnya
15. Pembangunan dan peningkatan dermaga dan terminal
16. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi angkutan darat
17. Peningkatan partisipasi pihak pengembang dalam penyediaan perumahan dan pemukiman
18. Peningkatan kapasitas listrik dan Energi Baru Terbarukan (EBT)
19. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan energy
20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri
	Misi 5:
	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan



Kebijakan yang akan dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan adalah:
1. Pemenuhan hak dasar pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja
2. Pemenuhan hak dasar dan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan lembaga desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan
3. Peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan
4. Penyediaan infrastruktur dasar di kawasan yang banyak penduduk miskin
5. Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan PMKS
6. Pembangunan industri berbasis pewilayahan
7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
8. Stabilisasi harga barang/produk/komoditas yang diperdagangkan
9. Penguatan kapasitas manajerial dan teknologi industri berbasis komoditas unggulan
10. Bantuan peralatan dan permodalan  bagi IKM dan UKM 
11. Penguatan dan pembinaan kapasitas manajer dan pengurus koperasi
12. Pembinaan link and match antara koperasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya
13. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan market friendly
14. Peningkatan kualitas SDM yang memberikan pelayanan kepada investor
15. Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan izin investasi daerah 
16. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas prosedur investasi daerah (online system)
17. Penyediaan dan perluasan lapangan kerja produktif
18. Pendayagunaan dan penempatan tenaga kerja berdasarkan azas terbuka, bebas, obyektif, adil dan setara tanpa diskriminasi
19. Peningkatan teknologi pertanian/perkebunan, pternakan, perikanan
20. Subsidi bibit, pupuk dan saprodi pertanian tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran
21. Regulasi dan fasilitas pemerintah yang memperkuat posisi tawar petani/peternak/nelayan terhadap mekanisme pasar
22. Penguatan kapasitas kelembagaan atau organisasi petani
23. Peningkatan kualitas SDM petani terkait dengan tataguna lahan
24. Pemberdayaan petani dan nelayan
25. Peningkatan pengelolaan lahan secara berkelanjutan dan kolaboratif dengan masyarakat
26. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan tata guna lahan
27. Alih teknologi terkait dengan tata guna lahan 
28. Pemberdayaan petani baik SDM, kelembagaan petani, dan penguasaan teknologi
29. Optimalisasi penyuluhan
30. Pembinaan link and match antara koperasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya
31. Peningkatan kemampuan menejerial  kelompok Tani  dalam berproduksi dan mengelola lumbung
32. Pemberdayaan SDM pencatatan informasi distribusi dan harga pangan
33. Peningkatan kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Pangan lokal 
34. Sosialisasi “one day no rice” dan B2SA
35. Peningkatan kesadaran stakeholder pangan segar terhadap keamanan pangan
36. Intervensi derah rawan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat

	Misi 6:
	Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan



Kebijakan yang akan dilakukan dalam mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah:
1. Pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan
2. Penerapan regulasi dalam mempertahankan hutan lestari
3. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui hutan hak
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan)
5. Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan konservasi sumberdaya laut
6. Peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya kelestarian terumbu karang dan sumberdaya perikanan sebagai penyangga kehidupan mereka secara berkelanjutan
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan
8. Penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau
9. Pembangunan dan pemeliharaan taman kota
10. Pengendalian dan pemanfaatan potensi pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kearifan tradisional
11. Pembangunan sarana dan prasaran air bersih; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih
12. Pembangunan sarana dan prasaran sanitasi; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sanitasi yang layak
13. Pengelolaan sumberdaya alam secara profesional dan berkelanjutan dengan ditopang oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang handal
14. Pengembangan peraturan-peraturan yang mendukung untuk terciptanya pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang efesien
15. Implementasi yang baik dan benar Tata Ruang/Wilayah Donggala, terutama daerah kawasan hutan
16. Penegakan peraturan perlindungan kawasan hutan
17. Kerjasama semua stakeholders (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan reklamasi dan operasi tambang
18. Penerapan regulasi yang melindungi asset tambang
19. Penegakan hukum yang terkait dengan ijin pertambangan
20. Pengurangan resiko bencana yang berdasarkan analisa resiko yang tepat
21. Pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana
22. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
23. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan logistik penanganan bencana
24. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan sarana prasarana akibat bencana
25. Melaksanakan tepat waktu sesuai dengan masa tanggap darurat
26. Mengimplementasikan secara konsisten Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
27. Penguatan regulasi yang bertujuan untuk mempertahankan khasanah arsitektur lokal dan mempertahankan aspek lingkungan
Sebagai langkah sekuen (sequence) yang menunjukkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut.








Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan

	VISI:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN DONGGALA YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”




	Misi 1:
Meningkatkan daya saing daerah berbasis desa dan kecamatan sebagai lokomotif pemerintahan dan pembangunan


	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa dan kelurahan kepada masyarakat
	Sasaran 1:

Meningkatnya kualitas SDM aparatur desa dan kelurahan 75-80%

	
Meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa dan kelurahan

Meningkatkan efektivitas kinerja SDM aparat desa dan kelurahan

Memberikan pelatihan terkait teknik dan strategi pelayanan prima (best service to customers)
	
Optimalisasi tatakelola Pemdes sesuai perundang-undangan

Penegakan sistem reward and punishment bagi aparat desa dan kelurahan


	2. 
	Sasaran 2:
Meningkatnya kuantitas fasilitas, sarana dan prasarana pemerintah desa dan kelurahan

	
Menyediakan fasilitas kerja yang memadai bagi aparatur desa dan kelurahan

Menciptakan budaya kerja dan lingkungan kerja yang baik di kantor


 
desa/kelurahan
	
Peningkatan fasilitas, sarana, prasarana bagi aparatur desa dan kelurahan berbasis teknologi

Prioritas alokasi anggaran peyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pemerintah desa dan kelurahan


	
	Sasaran 3:
Meningkatnya layanan jaminan kesehatan untuk aparat desa dan kelurahan 75%-80%
	
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di perdesaan
	
Mewajibkan keikutsertaan aparat desa dan kelurahan  dalam sistem jaminan kesehatan nasional (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial/BPJS)


	
	Sasaran 4:
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan organisasi masyarakat desa 75%-80%
	
Menyediakan fasilitas bagi kelembagaan dan organisasi yang ada di desa dan kelurahan

	
Penguatan kapasitas (capacity building) pemerintahan desa berbasis kerakyatan

Penguatan kapasitas (capacity building) bagi kelembagaan masyarakat desa


	3. Meningkatkan daya saing daerah
	
Sasaran 5:
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendorong 

berkembangnya nilai tambah komoditas unggulan dan kawasan industri strategis (kawasan industri andalan)
	

Menyusun  dan mengimplementasikan konsep Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang berdaya 
saing

Mengembangkan model klaster(cluster) atau Satu Kawasan Satu Komoditi Inti (SAKA SAKTI)
	
Standarisasi produk unggulan daerah (memenuhi SNI)

	
	Meningkatnya daya saing, efisiensi, dan produktivitas perdagangan
	Meningkatkan volume dan value added produk ekspor 
	Memfasilitasi produk unggulan daerah menembus pasar ekspor

	
	
Sasaran 6:
Meningkatnya kerjasama antar Kabupaten/Kota,  regional, nasional, dan internasional

	

Menjadi mediator dan fasilitator berbagai pertemuan investasi (event-event: business meeting, investment day, etc) antar daerah baik kabupaten/kota, regional, KTI, nasional dan internasional
	

Membangun dan memperluas jejaring bisnis dan investasi (investment and business networking) dengan berbagai pihak



	
	
Sasaran 7:
Terwujudnnya kawasan wisata  dan berdaya saing (integrated tourism area) di Kota Donggala

	

Meningkatkan daya saing wisata melalui pembangunan/pengembangan wisata terpadu di Kota Donggala




Menyediakan dan memperbaiki serta menata dengan baik daerah tujuan wisata (DTW)

Pembangunan fasilitas dan infrastruktur di DTW 

Mengemas paket-paket produk wisata secara professional

	

Membangun Kota Donggala sebagai Kota wisata

Penciptaan atraksi wisata alam dan buatan yang menarik WisNus dan WisMan di 



kawasan wisata terpadu

Mendorong peran serta swasta dan masyarakat dalam meningkatkan daya saing pariwisata 

Menjalin kerjasama dengan daerah lain dalam memasarkan pariwisata Donggala

Penyiapan SDM yang berkualitas di sektor pariwisata

Penyiapan masyarakat dan desa sadar wisata

	
	Sasaran 8:
Meningkatnya wisata kuliner yang tertata dengan baik

	
Pembangunan kawasan wisata kuliner

Menciptakan icon khas daerah Donggala dalam makanan dan minuman
	
Penataan infrastruktur wisata kuliner 

Peningkatan aksesibilitas (transportasi dan komunikasi) menuju DTW






	Misi 2:
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kepemimpinan amanah (good governance)


	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten 


	Sasaran 9:
Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level “memuaskan”
	
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
	Perbaikan sistem penerimaan (recruitment) CPNS dan sistem penjenjangan karir PNS (career development)

Optimalisasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

	2. 
	
Sasaran 10:
Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan data dan informasi kependudukan yang terintregasi (integrated demography information) 

	

Meningkatkan SDM aparatur yang memiliki pengelolaan data dan informasi kependudukan secara komprehensif


Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data informasi kependudukan yang berbasis ICT

	

Pengembangan kemampuan aparatur melalui Diklat atau Bimtek terkait pengelolaan data dan informasi kependudukan

Alokasi anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan data informasi kependudukan yang berbasis ICT











	3. 
	
Sasaran 11:
Meningkatnya kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien

	

Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru


	

Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah 

Optimalisasi regulasi  untuk menjangkau wajib pajak dan wajib retribusi daerah


	
	
Sasaran 12:
Tercapainya layanan administrasi yang mudah dan tepat waktu 
	

Meningkatkan efektivitas kinerja SDM aparatur

Meningkatkan sistem informasi administrasi

	

Pendidikan dan pelatihan layanan administrasi SDM aparatur

Penyiapan infrastruktur sistem informasi administrasi

	
	Sasaran 13:
Meningkatnya kualitas SDM aparatur mencapai 75%
	Mendorong aparatur untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi
	Peningkatan alokasi anggaran untuk studi lanjut (S1, S2, S3) serta pendidikan profesi

Peningkatan alokasi anggaran untuk Diklat Kedinasan dan Diklat lainnya

Pemberian kesempatan yang sama dan adil kepada aparatur dalam mengikuti Diklat Kepemimpinan (PIM IV, PIM III, dan PIM II)


	
	
Sasaran 14:
Menurunnya aparatur Pemda yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi 

	
Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah 
	
Transparansi pengelolaan keuangan daerah 

Peningkatan pemahaman terhadap aturan terkait tindak pidana korupsi 

Penyusunan dan pelaksanaan SOP pada semua unit  

Pelatihan ESQ (Emotional Spiritual Quetiont) bagi aparatur 


	
	Sasaran 15:

Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur hingga mencapai 80%
	Meningkatkan tingkat kehadiran dalam tugas-tugas dinas lainnya (apel, tugas luar, dsb) 

Meningkatkan tingkat kehadiran dan tepat waktu kerja
	Penerapan reward and punishment bagi aparat Pemda


Penerapan sistem absensi tepat waktu

	
	
Sasaran 16:
Meningkatnya kinerja PNS
	

Meningkatkan jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya (the right person on the right place)

Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif
	

Pengangkatan dan penempatan pejabat yang amanah berdasarkan fit and proper test

Penerapan sistem kontrak kinerja antara Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan SKPD

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance)

	4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan dan penganggaran daerah
	Sasaran 17:
Optimalnya mekanisme dan sistem perencanaan yang komprehensif dan partisipatif 

	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

	
Meningkatkan kualitas produk perencanaan
Meningkatkan kualitas data, informasi dan produk penelitian serta pengembangan daerah
Meningkatkan pengendalian pembangunan


	5. 
	Sasaran 18:
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh SKPD, dan LAKIP/SAKIP daerah 
dengan nilai B


	
Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah daerah

	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah

	
	
Sasaran 19:
Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”

	

Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan daerah
	

Peningkatan kemampuan/kompetensi sumberdaya aparatur dalam penatausahaan keuangan daerah 

Pengembangan dan penyempurnaan sistem (sarana) pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan regulasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

	
	
Sasaran 20:
Meningkatnya tata kelola kearsipan

	

Meningkatkan kompetensi pengelola kearsipan

	

Mendorong aparatur untuk mengikuti Diklat atau Bimtek terkait dengan kearsipan


	6. Meningkatkan kualitas demokrasi dan supremasi hokum
	Sasaran 21:
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat
	
Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi yang berkualitas
	
Peningkatan wawasan kebangsaan

	
	
Sasaran 22:
Menurunnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat Pemda terhadap perda dan perbup

	

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (khususnya aparat Pemda) agar dapat menaati peraturan-peraturan yang berlaku
	

Penegakan supremasi hukum

	
	
Sasaran 23:
Meningkatnya produk hukum (Perda dan Perbup) yang dapat dihasilkan dalam setiap tahunnya 

	

Meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan (sesuai dengan kondisi daerah)
	

Jaminan kepastian hukum

	
	Sasaran 24:
Menurunnya pelanggaran Perda dan Perbup

	
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perda dan Perbub melalui sosialisasi/publikasi

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang ada
	
Penegakkan hukum

	7. Meningkatkan Pemeliharaan Kantrabtibmas serta pencegahan tindak kriminal
	Sasaran 25:
Meningkatnya rasa aman masyarakat Kabupaten Donggala
	
Mengaktifkan dan mengotimalkan Siskamling

Menumbuhkan wawasan kesatuan bangsa 

Menjaga kerukunan antar umat beragama

Menurunkan terjadinya konflik komunal, SARA dan konflik antar wilayah (tapal batas, dsb)

Meningkatkan kualitas modal sosial sebagai basis harmoni sosial dan kesatuan bangsa
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemandirian masyarakt dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar umat beragama (FKUB)

Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah pada berbagai tingkatan

Akselerasi pemeliharaan ketertiban dan keamanan berbasis harmoni sosial dan kesatuan bangsa

	8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
	Sasaran 26:
Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan
	Meningkatkan keterlibatan tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, kelompok adat, pemuka agama dalam perencanaan pembangunan
	Pelibatan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara berjenjang











	Misi 3:
Mengoptimalkan kualitas sumberdaya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta beriman dan bertaqwa (IMTAQ) melalui layanan pendidikan dan kesehatan


	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	1. Meningkatkan derajat pendidikan
	
Sasaran 27:

Meningkatnya angka melek huruf mencapai 99%-100%
	Mengoptimalkan program Paket A, B dan C di wilayah-wilayah terpencil dan terisolir (kantong kemiskinan)



Mengurangi angka putus sekolah pada jenjang pendikan menengah.
	Prioritas Anggaran pada layanan pendidikan formal dan informal, khususnya penyelenggaraan  Paket A, B dan C (penuntasan buta aksara)

Prioritas penempatan guru pada wilayah-wilayah terpencil dan terisolir (kantong kemiskinan)

	
	Sasaran 28:

Meningkatnya rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun
	Meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan 
	Perluasan akses pendidikan dan jenjang layanan pendidikan.

Layanan pendidikan gratis pada masyarakat miskin.

	
	
Sasaran 29:
Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK):
SD=105-106
SMP=76-77
SMA=62-63
	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai


Meningkatkan layanandan mutu 
Pendidikan

Meningkatkan kompetensi peserta didik melalui bimbingan belajar (tutorial) pada sepada semua jenjang 
Pendidikan
	Prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan SMP dan SMA pada wilayah-wilayah terpencil dan terisolir

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan tingkat SMP dan SMA

Prioritas tambahan anggaran pendidikan untuk menunjang program bimbingan belajar  (tutorial)

	
	
Sasaran 30 :
Meningkatnya angka Partisipasi murni (APM) SD=94-95 SMP=60-61 SMA=53-54
	
	

	
	
Sasaran 31:
Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan
	
	

	
	
Sasaran 32:
Meningkatnya penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan
	
	

	
	Sasaran 33:
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK

Sasaran 34:
Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan TK
	
Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK


















	
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini di seluruh desa yang ada di Kabupaten Donggala

Rekruitmen tenaga pendidik (guru) khusus untuk PAUD dan TK

Prioritas anggaran untuk PAUD dan TK


	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	Sasaran 35:

Meningkatnya usia harapan hidup mencapai 70-71 tahun

	Meningkatkan akses dan  layanan kesehatan bagi masyarakat

Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem jaminan kesehatan nasional (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial/BPJS).






























	Penyediaan infrastruktur kesehatan dasar dan rujukan.

Penyediaan tenaga medis dan kesehatan untuk dasar dan rujukan.

Penerapan upaya kesehatan komprehensif (promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif) khususnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Pencegahan penyebaran penyakit-penyakit menular.

Optimaliasi dalam jaminan kesehatan melalui kepesertaan dalam asuransi kesehatan.

Optimalisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

	
	
Sasaran 36:

Meningkatnya kelangsungan hidup bayi
	
Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)









Pemantauan dan Penangganan komprehensif usia 1.000 hari pertama kelahiran


	
Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi neonatal. 

Peningkatan pengetahuan masyarakat (khususnya ibu hamil) tentang kesehatan bayi/anak

Optimalisasi layanan kesehatan dan gizi bagi balita

	3. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak

	Sasaran 37:

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan 


Sasaran 38:
Meningkatnya perlindungan terhadap anak
	Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partai politik, birokrasi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan

Memperkuat pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

Menurunkan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak

	Adanya political will dan affirmative action terhadap perempuan

Penegakan regulasi terkait perlindungan anak

Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholders (termasuk LSM perempuan dan perlindungan anak)

	
	Sasaran 39:

Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam KB dan terciptanya keluarga sejahtera yang berkualitas
	
Meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi

	
Pemerataan layanan Keluarga Berecana (KB) hingga ke daerah-daerah terpencil/terisolir

	4. Meningkatkan pelayanan bagi pemuka agama
	Sasaran 40:

Terjaminnya pengelolaan rumah ibadah

	Meningkatkan sarana dan prasarana rumah ibadah


Meningkatkan layanan bagi pengelola rumah ibadah. 
	Peyediaan rumah ibadah




Pemberian insentif bagi pengelola rumah ibadah

	5. Menumbuh kembangkan kreativitas minat dan bakat pemuda
	Sasaran 41:

Meningkatnya pemuda yang berprestasi dalam bidang olahraga

Sasaran 42:

Meningkatnya pemuda yang berpartisipasi dalam organsiasi kepemudaan
	Memberikan kesempatan yang sama dan mendorong pemuda untuk berprestasi dalam bidang olahraga


Meningkatkan aktivitas dan event olah raga dari tingkat desa sampai kabupaten 
	Pemberian reward bagi pemuda yang berpresasti dalam bidang olah raga

Membangun kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders (swasta, NGO/Ornop, Parpol, Ormas) dalam meningkatkan prestasi dan event-event olah raga di Kabupaten Donggala

	
	Sasaran 43:

Meningkatnya pemuda yang berprestasi dalam bidang kesenian

Sasaran 44:

Meningkatnya pemuda yang berpartisipasi dalam organsiasi aktivitas berkesenian
	Memberikan kesempatan yang sama dan mendorong pemuda untuk berprestasi dalam bidang seni


Meningkatkan aktivitas dan event seni dari tingkat desa sampai kabupaten 
	Pemberian reward bagi pemuda yang berpresasti dalam bidang seni

Membangun kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders (swasta, NGO/Ornop, Parpol, Ormas) dalam meningkatkan prestasi dan event-event seni di Kabupaten Donggala




	Misi 4:
Meningkatkan infrastruktur daerah yang maju dan merata

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	
1. Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Donggala





















	
Sasaran 45:

Meningkatnya proporsi panjang jalan kantong produksi dalam kondisi mantap 
	Pembangunan dan peningkatan jalan kantong produksi dan daerah terisolir dalam kondisi mantap
	1. Penyediaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan prasarana wilayah guna membuka keterisolasian 
2. Peningkatan mobilitas arus barang dan orang antar sentra-sentra ekonomi dan produksi

3. Penanganan infrastruktur di daerah strategis dan cepat  tumbuh


	
	Sasaran 46:

Meningkatnya proporsi panjang jalan pedesaan dan jalan usaha tani dalam kondisi mantap

	Membuka akses pada daerah terisolir, khususnya basis pertanian/perkebunan bagi peningkatan perekononian petani
	

	
	
	 (
Serta Irigasi
)
	

	
	Sasaran 47:

Meningkatnya jumlah jembatan kabupaten dan pedesaan dalam kondisi mantap

	
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Kabupaten  dan Pedesaan 


	
Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur jalan dan jembatan serta irigasi dan air minum.

	
	Sasaran 48:
Meningkatnya jumlah gorong-gorong / duiker dalam kondisi mantap

	
Pembangunan gorong - gorong/duiker

	

	2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pertanian, perikanan dan perhubungan
	Sasaran 49:

Meningkatnya ketersediaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan quarter sampai dengan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) secara optimal
	

Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Daerah irigasi dan jaringan Air minum secara proporsional

	
1. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi melalui sistim irigasi partisipatif.
2. Peningkatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi melalui sistem irigasi partisipatif.
3. Meningkatkan peran kelembagaan pengelolaan irigasi dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan irigasi.


	
	Sasaran 50:

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 


	Memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat 


	Meningkatkan ketersediaan pangan (availability)

Memperluas akses pangan (accessibility)

Mengoptimalkan pemanfaatan pangan (utility)

	
3. Meningkatkan sarana prasarana publik, informasi dan komunikasi



	Sasaran 51:

Meningkatnya ketersediaan pasar tradisional/modern
	
Membangun dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar tradisional/modern
	
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai (akses menuju pasar, fasilitas di pasar)

	
	Sasaran 52:

Meningkatnya wilayah yang mendapatkan akses komunikasi dan informasi
	
Menyediakan fasilitas komunikasi dan informasi bagi masyarakat



	
Penyediaan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas komunikasi dan informasi secara optimal

	
	Sasaran 53:

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan
	Pembangunan dan peningkatan infratsruktur perhubungan

Meningkatkan layanan barang dan penumpang di Pelabuhan Donggala dan pelabuhan rakyat lainnya

Meningkatkan layanan angkutan barang dan penumpang moda transportasi darat
	Peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur perhubungan

Peningkatan kapasitas bongkar muat dan fungsi pelayanan pelabuhan lainnya

Pembangunan dan peningkatan dermaga dan terminal


Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi angkutan darat

	
	Sasaran 54:

Tersedianya perumahan dan pemukiman kota bagi warga
	Meningkatkan ketersediaan perumahan dan pemukiman untuk warga kota yang terjangkau
	Peningkatan partisipasi pihak pengembang dalam penyediaan perumahan dan pemukiman

	
	Sasaran 55:

Tercukupinya kapasitas energi

	Mendorong dan membangun pihak swasta dalam penyediaan energy
	Peningkatan kapasitas listrik dan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan energy

	4. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan

	Sasaran 56:
Meningkatnya kebersihan lingkungan
	Penyediaan dan penataan tempat pembuangan sampah (TPS dan TPA)
	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri




	Misi 5:
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	1. Meningkatnya kualitas indikator makro sosial ekonomi
	Sasaran 57;
Meningkatnya IPM
	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pendapatan masyarakat
	Pemenuhan hak dasar pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja

	2. 
	Sasaran 58:
Meningkatnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan
	Melakukan percepatan pembangunan yang difokuskan pada kantong-kantong kemiskinan
	Pemenuhan hak dasar dan 
peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan lembaga desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan

	
	Sasaran 59:
Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan
	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat miskin agar dapat berperan aktif dalam pembangunan
	Peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan

	
	Sasaran 60:
Menurunnya indeks keparahan kemiskinan
	Menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi penduduk miskin
	Penyediaan infrastruktur dasar di kawasan yang banyak penduduk miskin

	
	Sasaran 61:

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang kebutuhan kesejahteraan social
	
Memenuhi kebutuhan hidup penyandang kebutuhan kesejahteraan sosial 

Pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu pada daerah tertinggal dan terisolir 
	
Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan PMKS

	
	Sasaran 62:
Pertumbuhan ekonomi mencapai 9%

	
Menumbuhkan ekonomi kerakyatan
	
Pembangunan industri berbasis pewilayahan

	
	Sasaran 63:
Meningkatnya PDRB per kapita 22juta
	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan produktivtas kerja
	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan

	
	Sasaran 64:
Menurunnya tingkat inflasi mencapai 6%
	Memantau dan melakukan operasi pasar
	Stabilisasi harga barang/produk/komoditas yang diperdagangkan


	
	Sasaran 65:
Meningkatnya jumlah koperasi aktif, UMKM dan industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Donggala
	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi IKM dan UKM dan koperasi

Menciptakan akses pasar dan akses informasi bagi IKM dan UKM
	Penguatan kapasitas manajerial dan teknologi industri berbasis komoditas unggulan

Bantuan peralatan dan permodalan  bagi IKM dan UKM 

Penguatan dan pembinaan kapasitas manajer dan pengurus koperasi

Pembinaan link and match antara koperasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya

	3. Meningkatkan investasi daerah

	Sasaran 66:
Meningkatnya jumlah PMDN dan PMA

	Menarik para investor baik dalam negeri maupun luar negeri
	Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan market friendly

	
	Sasaran 67:
Meningkatnya informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

	Menyediakan kemudahan prosedur investasi bagi penanaman modal daerah

	Peningkatan kualitas SDM yang memberikan pelayanan kepada investor

Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan izin investasi daerah 

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas prosedur investasi daerah (online system)

	4. Menurunkan tingkat pengangguran
	Sasaran 68:
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2,5%

	Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan
	Penyediaan dan perluasan lapangan kerja produktif

Pendayagunaan dan penempatan tenaga kerja berdasarkan azas terbuka, bebas, obyektif, adil dan setara tanpa diskriminasi

	5. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan
	Sasaran 69:
Meningkatnya nilai tukar petani mencapai ≥100

	Memperbaiki sistem distribusi (distribution system)dan jalur  pemasaran yang terintegrasi (integrated marketing channel) hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan

Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian, peternakan perikanan
	Peningkatan teknologi pertanian/perkebunan, pternakan, perikanan

Subsidi bibit, pupuk dan saprodi pertanian tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran

Regulasi dan fasilitas pemerintah yang memperkuat posisi tawar petani/peternak/nelayan terhadap mekanisme pasar


	
	Sasaran 70:
Meningkatnya jumlah kelompok tani yang diberdayakan

	
Membentuk kelompok tani baru dan/atau mengoptimalkan kelompok yang sudah ada
	Penguatan kapasitas kelembagaan atau organisasi petani

Peningkatan kualitas SDM petani terkait dengan tata guna lahan

	
	Sasaran 71:
Meningkatnya produktivitas petani dan nelayan

	
Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikai
	
Pemberdayaan petani dan nelayan

	
	
	
Meningkatkan skill/ketrampilan petani
	Peningkatan pengelolaan lahan secara berkelanjutan dan kolaboratif dengan masyarakat

Peningkatan kualitas SDM terkait dengan tata guna lahan

Alih teknologi terkait dengan tata guna lahan 

	
	Sasaran 72:
Menurunnya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan 

	Meningkatkan pendapatan petani agar mereka tidak menggunakan atau menjual lahan pertanian untuk fungsi lain  
	Pemberdayaan petani baik SDM, kelembagaan petani, dan penguasaan teknologi  

Optimalisasi penyuluhan


	6. Meningkatakan Kualitas Ketahanan Pangan Wilayah
	Sasaran 73:
Terpenuhinya cadangan pangan daerah / wilayah
	Meningkatkan produksi pangan daerah dan membangun lumbung pangan masyarakat 
	Peningkatan kemampuan menejerial  kelompok Tani  dalam berproduksi dan mengelola lumbung

	
	Sasaran 74:
Menguatnya sistim informasi distribusi dan harga pangan
	Meningkatkan SIM Distribusi dan harga pangan
	Pemberdayaan SDM pencatatan informasi distribusi dan harga pangan

	
	Sasaran 75:
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan





	
Meningkatkan Keragaman konsumsi pangan

Penurunan Konsumsi Beras  
	Peningkatan kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Pangan lokal 

Sosialisasi “one day no rice” dan B2SA

	
	Sasaran 76:
Meningkatnya keamanan pangan segar 

	Sosialisasi kepada stageholder keamanan pangan segar
	Peningkatan kesadaran stakeholder pangan segar terhadap keamanan pangan

	
	Sasaran 77:
Menurunnya jumlah penduduk/daerah rawan pangan
	Menurunkan jumlah penduduk/daerah rawan pangan
	Intervensi derah rawan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat




	Misi 6:
Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	1. Mewujudkan kelestarian lingkungan dan alam
















	Sasaran 78:
Menurunnya tingkat kerusakan hutan (deforestation)
	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hutan bagi kehidupan

Meningkatkan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan
	Pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan

Penerapan regulasi dalam mempertahankan hutan lestari

Pengembangan ekonomi masyarakat melalui hutan hak

	
	Sasaran 79:
Menurunnya kasus illegal fishing
	Meningkatkan ketrampilan dan pegetahuan nelayan
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan)

Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan konservasi sumberdaya laut

Peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya kelestarian terumbu karang dan sumberdaya perikanan sebagai penyangga kehidupan mereka secara berkelanjutan

	
	Sasaran 80:
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perkotaan
	Melakukan koordinasi seluruh sector terkait dengan perbaikan Lingkungan perkotaan
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan

	
	Sasaran 81:
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

	Melakukan penataan ruang terbuka hijau dengan baik 
	Penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau

	
	Sasaran 82:
Meningkatnya luas taman kota
	Melakukan penataan taman kota
	Pembangunan dan pemeliharaan taman kota

	
	Sasaran 83:
Meningkatnya intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi dan tata guna lahan (land use) pertambangan secara bijaksana dan lestari
	
Meningkatkan kualitas SDM terkait tata guna lahan pertambangan
	
Pengendalian dan pemanfaatan potensi pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kearifan tradisional

	
	Sasaran 84:
Meningkatnya akses air bersih 
	Menyediakan sarana dan prasarana air bersih, khususnya di daerah yang sulit mengakses air bersih
	Pembangunan sarana dan prasaran air bersih; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih

	
	Sasaran 85:
Meningkatnya sanitasi layak
	Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi dasar yang memadai
	Pembangunan sarana dan prasaran sanitasi; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sanitasi yang layak 

	
	Sasaran 86:
Meningkatnya pengelolaan SDA yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan

	
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
	
Pengelolaan sumberdaya alam secara profesional dan berkelanjutan dengan ditopang oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang handal

	
	Sasaran 87:
Meningkatnya peran sub sektor kehutanan dalam perekonomian
	
Mengoptimalkan hutan tanaman

Mengoptimalkan hutan kemasyarakatan
	Pengembangan peraturan-peraturan yang mendukung untuk terciptanya pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang efesien

	
	Sasaran 88:
Meningkatnya luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan
	Implementasi yang baik dan benar Tata Ruang/Wilayah Donggala, terutama daerah kawasan hutan 

	
	Sasaran 89:
Menurunnya kasus illegal loging
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan
	Penegakan peraturan perlindungan kawasan hutan

	
	Sasaran 90:
Menurunnya bencana dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan reklamasi dan pertambangan 

	Meningkatkan pemahaman investor dan masyarakat dalam penerapan sistem dan model pertambangan yang memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan
	Kerjasama semua stakeholders (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan reklamasi dan operasi tambang

Penerapan regulasi yang melindungi asset tambang

	
	Sasaran 91:
Meningkatnya jumlah PETI yang ditertibkan
	Melakukan penertiban pertambangan tanpa ijin
	Penegakan hukum yang terkait dengan ijin pertambangan

	2. Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana baik dari pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana secara terpadu
	Sasaran 92:
Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencanadan Meningkatkan koordinasi antar stake holder pada masa tanggap darurat dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat dan masa transisi ke pemulihan

	Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana
	Pengurangan resiko bencana yang berdasarkan analisa resiko yang tepat
Pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana
Peningkatan kesiapsiagaan bencana
Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan logistik penanganan bencana
Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan sarana prasarana akibat bencana
Melaksanakan tepat waktu sesuai dengan masa tanggap darurat




	3. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang lestari dan bijaksana di Kabupaten Donggala

	Sasaran 93:
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya 


Sasaran 94:
Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan (permukiman)

	Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah, tata ruang kota dan pemanfaatan tata ruang secara terkontrol dan terkendali 

Mempertahankan khasanah arsitektur lokal 


Menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Donggala
	Mengimplementasikan secara konsisten Perda Rencana Tata Ruang Wilayah


Penguatan regulasi yang bertujuan untuk mempertahankan khasanah arsitektur lokal dan mempertahankan aspek lingkungan
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